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1

BAB I

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DOI MENRE DALAM
PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI SARAWAK MALAYSIA

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan merupakan perjanjian suci yang diharapkan bagi

pasangan calon suami istri memperoleh kebahagiaan dalam menempuh

hidup berumah tangga.Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan,adalah”ikatan lahir batin antara seorang

pria dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.1

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan

mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt,

dan mengikuti sunnah Nabi di samping itu juga mempunyai nilai-nilai

kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan

keturunan,mewujudkan ketenteraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih

sayang dalam hidup bermasyarakat.2

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat tidak

lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama

yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan

dilaksanakan. Perkawinan merupakan sumbu kehidupan masyarakat.

1 UU.NO,1/1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1
2HSA, Al-Hamdani,Risalah Nikah, Alih Bahasa oleh Agus Salim, cet.ke-1 (Jakarta: Anai,1985),
hlm.23
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2

Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti oleh berbagai

rangkaian acara adat dan upacara adat.

Hukum perkawinanIslam mempunyai kedudukan yang sangat

penting. Oleh karena itu, aturan-aturan tentang perkawinan ini diatur dan

diterangkan dengan jelas dan terperinci, sebagai mana yang tercantum

dalam Surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

٤٩ تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  زَوْجَينِْ  خَلَقْنَا شَيْءٍ  كُلِّ  وَمِنْ 

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar
kamu mengingat (kebesaran Allah).3

Juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Yasin Ayat 36, yang

berbunyi:

٣٦ يَـعْلَمُونَ  لاَ  وَممَِّا أنَْـفُسِهِمْ  وَمِنْ  الأَْرْضُ  تُـنْبِتُ  ممَِّا كُلَّهَا الأَْزْوَاجَ  خَلَقَ  الَّذِي سُبْحَانَ 
Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-

pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari
mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Malaysia

dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam

kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang

dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.4

Dalam Islam secara lengkap telah diatur mengenai sesuatu yang

berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan diikat atas nama Allah

yang akan dipertanggung-jawabkan kepada-Nya. Sebagai salah satu

3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2006),522.
4Hilman Hadikusuma, Hukum Perkaawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum
Agama, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm.97.
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bentuk akad atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan

mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara pihak terkait, yaitu

pasangan suami istri. Adapun salah satu kewajiban suami yang merupakan

hak istri adalah pemberian mahar atau maskawin dari caln suami kepada

calon istrinya.

Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis tidak hanya

berdomisili di Daerah Asajaya saja akan tetapi telah menyebar ke berbagai

wilayah Malaysia, salah satunya adalah ke Desa Sadong Jaya, Asajaya

Sarawak. Di Desa Sadong Jaya. Orang-orang Bugis membentuk komunitas

tersendiri, dengan berbagai adat dan tradisi termasuk memelihara adat

perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penyusun

bahwa dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Sadong Jaya,

Asajaya, Samarahan Sarawak , terdapat dua unsur yang tidak dapat

dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu pihak laki-laki tidak hanya

memberikan mahar, akan tetapi menurut ketentuan adat juga harus

memberi Doi’ Menre’ (uang hantaran). Doi’ Menre’(uang hantaran)dalam

pernikahan adat Bugis adalah penyerahan harta terdiri dari uang atau harta

yang berupa passiok (cincinpengikat)5,Doi’ balanca (uang pesta)6, Sompa

5Passiok adalah seperangkat cincin engikat yang diantar oleh keluarga calon mempelai pria kepada
calon mempelai wanita disertai dengan kosmetik serta kain perlengkapan untuk calon mempelai
wanita. Lihat Wiwik Pertiwi Y, Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di
Kota Unjung Pandang (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,.1998), hlm.43
6Duwik Balanca adalah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki pada acara mepettu adat(
Terjadinya kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan ) Untuk dipakai yang akan
dilangsungkan, lihat A.Rahmi Meme dkk, Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan(Jakarta
:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1978), hlm.65
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(mas kawin)7, yang besarnya diukur sesuai dengan tratifikasi sosial dalam

masyarakat.

Dalam pemikiran hukum Islam (ilmu fiqh) para ahli hukum islam

banyak yang menerima berbagai macam praktek adat untuk dimasukkan

ke dalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syari’at. Adat digunakan untuk memelihara kemaslahatan. Mereka

melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam

sekunder, dalam pengertian diaplikasikannya prinsip-prinsip adat tersebut

hanya ketika sumber primer (al-Qur’an dan Hadits) tidak memberi

jawaban terhadap permasalahan yang muncul.8

Kalau dilihat secara spesifik dan mendalam lagi akan ditemukan

beberapa praktek adat yang terkesan melenceng dari Syari’at Islam,

sekurang-kurangnya terkesan ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan

masyarakat untuk menunaikan ajaran agamanya. Hal ini seperti adat

masyarakat Sadong Jaya, Asajaya Sarawak.

Dalam pernikahan masyarakat Muslim Negeri Sarawak, mempelai

laki-laki wajib memberikan Doi’ menre’ dengan menetapkan sendiri

jumlah uang hantaran yang akan diberikan kepada calon mempelai

perempuan sesuai kesepakatan bersama kedua mempelai.

Majlis  yang  menyerupai adat  bertunang   ini   digelar Doi’ menre

membawa  maksud  membawa  hantaran  atau  lebih  mudah  naik  duit.

7 Sompa adalah pemberian berupa uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki untuk
pernikahan yang disebutkan dalam akad, lihat Ibid.
8 Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia.(Jakarta :INIS,1998),
hlm.6.
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Dalam   majlis    ini,  pihak   lelaki   akan   membawa    uang   hantaran

yang   telah   ditetapkan   semasa   meminang  yang  mana hamper  sama

dengan  adat  perkahwinan  melayu. Sebilangan   besar   daripada

keluarga   pihak   perempuan    akan menerima   kesemua   wang

hantaran   dan    selebihnya   hanya   menerima   sebahagian   sahaja.

Oleh   yang demikian,   semasa   dulang   hantaran   diberikan   ketika

majlis pernikahan,   dulang   uang   hantaran   sekadar simbolik

sahaja,kerana   uang   hantaran telah   pun   diserahkan   kepada   pihak

perempuan   untuk   menampung kos perbelanjaan majlis persandingan.

Berangkat dari pemahaman di atas, maka ketentuan penetapan

jumlah Doi’ menre’(uang hantaran) yang ditentukan oleh masyarakat suku

Bugis dalam perkawinan masyarakat Islam Sarawak perlu dikaji ulang.

Bisa jadi merugikan salah satu pihak yaitu pihak laki-laki yang tidak

memiliki uang.

Dalam pernikahan contohnya, ada ketentuan adat yang

mensyaratkan seorang suami harus memberikan suatu pemberian adat

yang dikenal dengan doi’ menre’ yang jumlahnya sesuai kesepakatan

antara pihak laki-laki dengan perempuan, di samping kewajibannya untuk

memberikan uang hantaran sebagaimana yang diatur dalam Islam. Hal itu

sudah menjadi inheren (melekat) dalam kehidupan masyarakat Bugis yang

tidak dapat dipisahkan dari tradisi mereka. Masih banyak lagi kesepakatan

–kesepakatan yang lain yang sesuai dengan adat yang sudah ditentukan

oleh mereka seperti harus berupa sebidang tanah yang luasnya satu hetar
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dan sekurang-kurangnya 5 dan 20 m ( 5 lebar 20 panjang ) dan ini adalah

salah satu bentuk pemberian doi’ menre’ (uang hantaran) yang mesti ada

dan kedudukan tanah tersebut harus jelas supaya bisa diketahui oleh pihak

perempuan.

Melihat persoalan di atas timbul kesan bahwa ada dua kewajiban

yang mesti dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yaitu kewajiban

memberikan pemberian adat yang dikenal dengan istilah Doi’ Menre’

(uang hantaran) dan kewajiban untuk diberikan sebagaimana dengan

ajaran Islam atau setidak-setidaknya menyulitkan masyarakat Bugis

sebelum melaksanakan akad perkawinan.

Dari latar belakang di atas penyusun tertarik untuk meneliti

bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Doi’ Menre’ (uang hantaran)

dalam perkawinan adat Bugis di Desa Sadong Jaya, Asajaya Sarawak.

Sebab tidak menutup kemungkinan ada perbedaan dalam praktek

pemberian Doi’ menre’ dalam setiap daerah yang berlangsung sampai

sekarang khususnya di Desa Sadong Jaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Doi’

menre’ (uang hantaran) dalam pernikahan MasyarakatIslam Negeri

Sarawak, Malaysia” penulis berusaha menjelaskan hal-hal yang
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7

berkaitan dengan masalah tersebut maka pembahasan skripsi ini

terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Deskripsi tentang penetapan doi’ menre’(uang hantaran) .

b. Faktor-faktor yang melatarbelakangi proses doi menre’(uang

hantaran)sebagai lamaran sebelum akad nikah.

c. Respon masyarakat terhadap doi’ menre’ (uang hantaran).

d. Proses pemberian doi’ menre’(uang hantaran) dalam

perkawinanbagi Masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia.

e. Tinjauan hukum Islam terhadap proses pemberian doi’ menre’

(uang hantaran) dalam perkawinanbagi Masyarakat Islam Negeri

Sarawak, Malaysia.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian terarah,

terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Dengan

sebab itu, maka penulis memfokuskan kepada pembahasan atau

masalah-masalah pokok yang dibatasi dalamkonteks permasalahan

yang terdiri dari:

a. Kedudukan Doi’ Menre’ (uang hantaran) dan fungsinya dalam

perkawinan adat Bugis di Sadong Jaya,Asajaya, Sarawak.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap Doi’ menre’ (uang hantaran)

dalam pernikahan adat Bugis di Sadong Jaya,Asajaya, Sarawak.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan

beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Doi’ Menre’ (uang hantaran) dan fungsinya

dalam perkawinan adat Bugis di Sadong Jaya,Asajaya, Sarawak?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Doi’ menre’ (uang

hantaran) dalam pernikahan adat Bugis di Sadong Jaya,Asajaya,

Sarawak?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan kedudukan Doi’ menre’ dan fungsinya dalam

pernikahan adat Bugis di Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak

b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap Doi’ menre’ dalam

pernikahan adat Bugis di Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan perkawinan

adat.

b. Kegunaan Terapan

Skripsi ini diharapkandapat memberikan sebuah wacana keilmuan

tentang Doi’ menre’ dan mahar dalam sebuah pernikahan bagi
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masyarakat Bugis yang beragama Islam pada khususnya dan bagi

semua pihak yang mempunyai kepentinngan dengan doi’ menre’ .

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka ini tentunya sangat diperlukan dalam rangka

untuk mencari wawasan terhadap masalah yang dibahas dalam penulisan

skripsi ini. Ada beberapa buku yang menyinggung permasalahan Doi’

menre’ dalam pernikahan adat Bugis, antara lain buku yang berjudul Adat

dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan, yang disusun oleh tim

dari penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah propinsi Sulawesi

Selatan. Dalam buku ini menjelaskan latar belakang sejarah serta tata cara

perkawinan adat mulai dari pelamaran sampai pada tahap penentuan

tempat tinggal seorang yagn sudah menikah. Buku ini sifatnyaa deskriptif

yaitu menjelaskan secara umum tentang pernikahan adat Bugis yang

berkaitan dengan masalah Balanca (uang pesta pernikahan adat)

diserahkan kepada pihak perempuan sebelum masuk pada tahap acara

pernikahan dan harus tunai9, Selanjutnya sompa (mahar) dan passiok

(cincin pengikat) diserahkan pada saat akad nikah di depan penghulu

sementara masyarakat Sadong Jaya, bahwa balanca kadang diartikan

sbagai sompa yang dikenal sbagai sompa tadang (mahar yang

ditangguhkan) tetapi sebenarnya uang belanja pesta pernikahan ditanggung

9Duwik Balanca adalah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki pada acara mepettu adat(
Terjadinya kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan ) Untuk dipakai yang akan
dilangsungkan, lihat A.Rahmi Meme dkk, Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan(Jakarta
:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1978), hlm.50.
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sebagian oleh pihak perempuan jika tidak mencukupi dari uang yang telah

di berikan oleh pihak laki-laki calon suami.

Dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Mustopa kamal membahas

tentang Upaya Da’i dalam menghadapi sompa dan balanca dalam

pernikahan adat Bugis di Propinsi Riau. Menyinggung masalah balanca

dan sompa ia berkesimpulan bahwa balanca dan sompa tidak dibenarkan

karena melihat latar belakang historisnya. Dalam penelitian tersebut

Mustopa Kamal melihat bahwa syarat yang ditetapkan dalam adat sama

seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada zaman pra-

Islam. Ia menitik-beratkan pada metode-metode yang digunakan para Da’i

dalam menghadapi kasus dalam masyarakat10. Penelitian tersebut

menekankan bahwa balanca dan sompa terkesan dipaksakan seperti yang

terjadi di masyarakat desa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak. Tapi bagi

masyarakat Sadong Jaya walaupun hal tersebut sebagai syarat tidak

menjadi sesuatu hal yang biasa menghalangi pernikahan karena

sebenarnya pada tahap setelah terjadinya akad nikah, uang pesta bias

ditangguhkan dan mahar tersbut menajdi bekal dalam keluarga setelah

berpisah dari orang tua mereka.

Meskipun masalah doi’ menre’ itu sudah banyak dikaji namun

untuk kasus doi’ menre’ di Desa Sadong Jaya, penyusun memandang amat

relevan untuk diangkat kembali sebab penulis melihat pentingnya hal itu

untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah (skripsi).

10Yaskur (00350404) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Jalukan dan Gawan dalam
perkawinan. No sy 2179 Yas, hlm, 23.
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F. Kerangka Teoretik

Para’ ulama dan fuqaha dalam mencari hukum selalu berpegang

teguh pada sumber hukum Islam dan maqasid Asy –Syari’ah dimana salah

satu teori penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, Abdul Wahhab Khallaf

membagi ‘urf menjadi dua macam, yang pertama adalah ‘urf yang saheh

dan yang kedua adalah ‘urf yang fasid, Adapun ‘urf yang sahih adalah apa

yang telah diketahui masyarakat tidak bertentangan dengan syari’at tidak

menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sedangkan

‘urf yang fasid yaitu apa yang telah dikenal masyarakat akan tetapi

berlainan atau bertentangan dengan Syari’at atau menghalalkan yang

haram atau membatalkan yang wajib.11

Pelaksanaan adat pemberian atau pembayaran Doi’ menre’

merupakan adat yang dijalankan oleh masyarakat, yang ada pada bagian-

bagian dari setiap pelaksanaan adat tersebut mengandung ‘urf baik atau

‘urf yang saheh maupun ‘urf yang fasid, kemudian untuk melihat secara

keseluruhan mengenai pelaksanaan kedua adat tersebut menurut

pandangan hukum Islam yang pada hakikatnya independen. Dalil ini tidak

luput dari kaidah hukum Islam “maslahah mursalah”.12

Sedangkan penerapan kaidah maslahah mursalah ini pada dasarnya

harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Maslahah tersebut harus sesuaidengan tujuan Syara’. Tidak

bertentangan dengan nas-nas bersifat qat’i.

11Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul al-Fiqh, (Kuwait: Dar-al-Qalam, 1978),hlm,89.
12Ibid.,hlm ,91.
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2. Dapat diterima akal, tidak hanya didasarkan pada perasangkaan

semata.Dalam penerapannya harus benar-benar dapat merealisasikan

manfaat dan menghindarkan bahaya.

3. Maslahah bersifat umum dan bukan untuk kepentingan yang bersifat

bersifat pribadi ataupun kelompok.13

Adat adalah apa yang telah dikenal dan dipraktekkan oleh

masyarakat baik berupa perkataan,perbuatan ataupun tidak melaksanakan

(meninggalkan). Keberadaan adat ini diakui sebagai salah satu sumber

hukum Islam selama tidak menyalahi ketentuan nas dan kebiasaan yang

hidup dalam masyarakat. Sedangkan permasalahan yang ada di Desa

Sadong Jaya, Asajaya , Sarawak, terutama yang berkaitan dengan Doi’

menre’ (uang hantaran) mahar (sompa)dan cincin tunangan (passio) yang

harus dipenuhi oleh pihak priakepada pihak perempuan itu salah satu

perbuatan adat yang sangat dianjurkan dalam Islam, dalam hal ini sudah

menyalahi ketentuan nas.

Kalau ditinjau dari sumber pokok hukum Islam yaitu al-Qur’an dan

as-Sunnah yang berkaitan dengan mahar,adalah:

)4(مَريِئًاهَنِيئًافَكُلُوهُ نَـفْسًامِنْهُ شَيْءٍ عَنْ لَكُمْ طِبْنَ فإَِنْ نِحْلَةً صَدُقاَتهِِنَّ النِّسَاءَ وَآَتوُا

Artinya: Artinya:
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,
maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan penuh
kelahapan lagi baik akibatnya.(surat an-nisa’:4)

13Wahbah az-Zuhaili,Usul al-Fiqh al-Islam, (Beirut:Dar al-Fikr,1986), hlm,799-800.
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Sedangkan dalil yang lain yang menjadi dasar dalam

pembahasanya selain al-Qur’an yaitu hadis Nabi yang berbunyi:

علیھاللهصلىالنبيأنسعدبنسھلعنحازمأبيعنسفیانعنوكیعحدثنایحیىحدثنا
14حدیدمنبخاتمولوتزوجلرجلقالوسلم

Artinya: Telah berkata Yahya kepada Abu Sufian Abu Hazem Bin Saad
jelas bahawa Nabi saw berkata kepada orang yang berkahwin walaupun
meterai besi.

Ayat al-Qur’an dan al Hadis dia atas bahwa sesungguhnya

pemberian yang harus diberikan calon suami terhadap suami terhadap

istrinya tidak lain berdasarkan atas kemampuan dan kesanggupan calon

suami dalammemberikan maharnya, bukan Doi’ menre’ (uang hantaran)

dan yang lain mengiringi mahar tersebut sehingga memberatkan bagi

calon suami. Sedangkan Islam sendiri tidak memberikan ketentuan batasan

sedikitpun atau besarnya jumlah mahar. Bahkan boleh dengan benda yang

bermanfaat lainnya.15

Tapi perlu diketahui dan dicermati dengan baik bahwa doi’ menre’

adalah sebuah kebiasaan atau adat bagi masyarakat Bugis yang jumlahnya

yang mengikat sesuai dengan kesepakatan bersama yang mesti

dilaksanakan bagi calon suami jika hendak menikahi calon mempelai

perempuan sebab itu adalah sebuah ketentuan yang telah ada dari zaman

dahulu kala.

14 Al-Imam Abi ‘ Abdillah Ibn Ismail Al-Bukhari,Sahaih al-Bukhari _Beirut:Dar al-
Fikr,1995),III:267, Hadis Nomor 5150 “Kitab an-Nikah,”Bba al Mahr bi al-Urud wa Khatmi min
Hadid.”Hadis dari Sahal Ibn Sa’ad”
15Mustafa al-Khin,dkk,Fiqh al-Manhaji, (Damaskus: Dar al-Qalam), IV:88.
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G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam

memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta

penjelasan terhadap judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap ‘Doi

Menre’ Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sarawak, Malaysia (Studi

Kasus Di Desa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak) sebagai berikut :

Hukum Islam : Hukum yang terdapat bersumber dari hukum

syariat Islam yang terdapat pada Al-Quran dan

Al-Hadis. Maupun berupa hukum yang

ditetapkan dengan jalan al-Ijma’ dan Ijtihad.

Doi’ Menre                : Doi Menre yang membawa maksud naik duit

(uang hantaran).

Doi Menre (uang hantaran) dalam majlis ini,

pihak lelaki akan menyediakan uang hantaran

yang telah ditetapkan sebelum aqad nikah.

Sebilangan besar di keluarga pihak perempuan

akan menerima kesemua uang hantaran dan

selebihnya hanya menerima sebahagian sahaja.

Oleh yang demikian, semasa dulang hantaran

diberikan ketka majlis pernikahan, dulang uang

hantaran sekadar simbolik sahaja kerana uang
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hantaran telah pun diserahkan kepada pihak

perempuan.

Pernikahan Adat :Ikatan hidup bersama antara seorang pria dan

wanita yang bersifat komunal dengan tujuan

mendapatkan generasi penerus agar supaya

kehidupan persekutuan atau tidak punah, yang

didahului dengan rangkaian upacara adat.

Perkawinan adat yang dimaksud adalah di Desa

Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak.

Dari definisi di atas dapat difahami bahwa yang dimaksudkan

penulis dalam skripsi ini adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap

Doi Menre Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sarawak, Malaysia. (Studi

Kasus Di Desa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak). Adapun hukum Islam

yang dimaksudkan disini adalah hukum fiqih.

H. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan

pendekatan yang tepat dan sistematis, sebagai pegangan dalam penulisan

skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, maka

dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan

metode kualitatif. Jenis penilitian yang digunakan di sini adalah
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penelitian lapangan, yaitu terjun lansung kelapangan guna mengadakan

penelitian pada objek yang di bahas.16Disamping itu, penulis juga

melakukan kajian terhadap buku-buku, jurnal,makalah, artikel dan

tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Data-

data tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama yang dalam hal ini adalah Jabatan Agama Islam Sarawak

(JAIS) dan pelaku warga masyarakat Bugis Negeri Sarawak,

Malaysia.

b. Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen

resmi buku-buku yang masih berhubungan dengan judul di atas,

jurnal dan sejenisnya, diantaranya adalah;

1) Ahli Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sarawak.

2) Abd. Kadir Bin Nohong, Pemanca/Penghulu Sadong Jaya.

3) .Hj Pelanchoi Bin Daeng Kandhacing, Tokoh Bugis Sadong

Jaya.

4) Fiqh al Sunnah karya Sayyid Sabiq.

5) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Karya Amir

Syarifuddin.

6) Hukum Islam karya Abd Shomad.

7) Asas-asas dan Susunan Hukum Adat karya Ter Haar.

1. Sifat Penelitian

16Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research I, (Yogyajakarta : Yayasan Penelitian Fakultas
Psikologi UGM, 1981),  4
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Penelitian ini bersifat prespektif, yang berusaha memaparkan

tentang Doi’ menre’ (uang hantaran) dalam pernikahan adat Bugis,

lalu dilakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang

hukum Islam.

2. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu

mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sudut pandang

hukum Islam.

Pendekatan Usul fiqh, yakni pendekataan terhadap sumber-

sumber dan metodologi hukum, dalam arti bahwa, al-Qur’an dan as-

Sunnah merupakan sumber hukum dan sekaligus sasaran penetapan

metedologi usul fiqh.17

3. Populasi dan Sampel.

Penelitian ini mengambil populasi di Desa Sadong Jaya,

Asajaya, Sarawak. Tehnik sampel yang digunakan dalam penelitian

ini adalah Purposive sampling (sampel bertujuan).18 Melalui tehnik

purposive sampling ini data dikumplkan dari beberapa responden atau

17 Upaya melakukan deduksi hukum-hukum fiqihi dari indikasi-indikasi yang terdapat dalam
sumber-sumbernya merupakan tujuan pokok usul fiqh. Fikih adalah produksi ahir dari usul
fikih.Meskipun begitu, keduanya merupakan bidang ilmu yang berdiri sendiri. Perbedaan utama
antara fikih dan Usul fiqh ialah bahwa yang disebut pertama berkaitan dengan pengetahuan
mengenai kaidah-kaidah hukum yang terperinci dalam berbagai cabangnya, sedangkanyang
disebut terakhir berhubungan metode yang diterapkan dalam deduksi hukum-hukumdari sumber
sumbernya. Dengan kata lain,fiqih adalah hukum itu sendiri,sementara usul fiqh merupakan
metodologi hukum Muhammad Hasim Kamli. Principles of Islamic jurisprudence
(Malaysia:pelanduk publication,1989), hlm,1-3.
18 S.Nasution, MetodeResearch, cet ke-4 (Jakarta: PT Bumi Askara, 2001),hlm.98
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informan yang mengerti betul tentang apa dan bagaimana yang diteliti

dan bias mewakili sekuruh lapisan populasi. Adapun para

respondenyang dijadikan sampel adalah tokoh-tokoh masyarakat yang

mengerti tentang persoalan Doi’ menre’ (uang hantaran) dalam

masyarakat Bugis di Desa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak.

4. Tehnik pengumpulan Data.

a. Wawancara/ Interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka

pewancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan

atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dalam

penelitian ini dilakukan dengan bertemu langsung atau menggunakan

alat komunikasi via telpon dengan menjadikan tokoh masyarakat

Desa Sadong Jaya Sebagai key informan, karena dianggap telah

mewakili masyarakat setempat serta mengingat  kemampuan peneliti

dilihat dari efesiensi waktu yang relatif singkat dan tempat penelitian

yang jauh. Adapun key informan tersebut diantaranya Abd Kadir Bin

Nohong dan Hj Pelanchoi Bin  Daeng Kandhacing sebagai to matoa

(orang yang di tuakan). Mizi, Syarifuddin dan Azhar.

b. Pengamatan/ Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala

yang diselidiki. Observasi dilakukan di Desa Sadong Jaya Asajaya,
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Sarawak. Objek observasi yang dilakukan adalah perihal pelaksanaan

pemberian doi’ menre’ (uang hantaran) dalam perkawinan adat Bugis

Sarawak, Malaysia.

c. Angket

Angket adalah alat pengumpul data dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan angket tertutup

dimana semua jawaban sudah ditentukan oleh peneliti sendiri.

Digunakan tehnik ini oleh peneliti untuk mengetahui

bagaimana masyarakat Bugis melakukan pelaksanaan doi menre (uang

hantaran).

5. Analisis data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya

akanmenganalisis data tersebut menggunakan metode diskriptif, yaitu

menggambarkan tentang proses doi’ menre’ (uang hantaran)

perkawinan bagi masyarakat Bugis Negeri Sarawak, Malaysia. Yaitu

bila seorang laki-laki ingin menikahi seorang gadis maka dia harus

menyediakan doi’ menre’(uang hantaran) yang telah ditetapkan oleh

calon mempelai sebelum akad nikah,  justru sudah menerima

persetujuan dari JAIS (Jabatan Agama Islam Sarawak). Penelitian ini

dalam analisisnya juga menggunakan metode deduktif yaitu cara

analisis yang digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian
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berangkat dari sebuah teori yang kemudian di buktikan dengan

pencarian fakta. Dalam analisis data yang dilakukan, penulis terlebih

dahulu menjelaskan teori tentang uang hantaran dalam syariat Islam,

Kemudian setelah itu baru penulis menganalisis praktek proses doi’

menre’ oleh Jabatan Agama Islam Sarawak kepada masyarakat Bugis

Sarawak.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan maka penyusun membuat

sistematika pembahasan sebagai berikut

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang merupakan prosedur

dasar dalam melakukan penelitian dari kesluruhan isi skripsi ini yang

menguraikan Latar belakang masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan

kegunaan, Telaah pusaka, Kerangka teoretik, Metode penelitian, dan

Sistematika pembahasan.

Bab Kedua ini terlebih dahulu akan memberikan gambaran secara

umum yang jelas bagaimana pernikahan dalam Islam, yang di dalamnya

memuat tentang: 1 Pengertian, melihat secara jelas bagaimana pengertian

pernikahan dalam Islam syarat dan rukun dalam pernikahan Islam,

penyusun mencantumkan syarat dan rukun melakukan atau analisis

terhadap doi’ menre’dengan mengkomparasi antara rukun dan syarat

pernikahan Islam. 3 Jumlah, bentuk dan jenis, macam-macam.tujuan

pemberian mahar dalam pernikahan Islam. 4 Walimah untuk melihat
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secara jelas karena pembahasan yang akan dibahas berkaitan erat supaya

analisisnya tepat.

Bab ketiga ini merupakan pembahasan tentang Doi’ Menre’ dalam

pernikahan adat Bugis di Desa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak yang

meliputi Letak Geografis,Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kondisi

keagamaan, dan tahapan-tahapan pernikahan pada masyarakat Bugis di

Desa Sadong Jaya.

Bab Keempat ini menguraikan Analisis terhadap praktek Doi’

Menre’dalam pernikahan adat Bugis di Desa Sadong Jaya. Pembahasannya

juga meliputi Pandangan Hukum Islam Terhadap Doi’ Menre’ (Uang

hantaran).

Bab Kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang

meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis, serta saran-saran

yang dirasa dapat mengembangkan alternative bagi solusi permasalahan.


